
 

 

 
 
 

 

Samarinda, 4 Maret 2026 

 

Nomor : 400.2.2/304/ BAPP-I/2026 

Lampiran : Satu Berkas 

Perihal : Penyampaian Informasi GAP dan GBS Bappeda Tahun 2026  

 

Kepada Yth. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Cq. Kepala DP3A Prov. Kaltim 

di – 

 Samarinda 

    

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 

400.2.2/434/DP3A-I/2026 tanggal 27 Januari 2026 perihal Penyusunan dan 

Penginputan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statment (GBS) 

tahun 2026, bersama surat ini kami sampaikan  informasi Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) sebagaimana tertuang dalam data GAP  

dan GBS.  

 

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan Terima kasih. 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

Kepala, 

 

 

            ${ttd_pengirim} 

 

 

Muhaimin, ST., MT 
NIP. 196810081995031002 

${ttd}

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 3                               1 / 3



OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BIDANG 

Faktor Kesenjangan
Sebab Kesenjangan 

Internal

Sebab Kesenjangan 

eksternal
Reformulasi Tujuan Rencana Aksi

Data Dasar

 (Baseline)
Indikator Gender

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9

- Pada profil Kemiskinan

berbasis data gender

Sebanyak 8% dari total

keluarga dengan status

kemiskinan ekstrem di

Kalimantan Timur dipimpin

oleh perempuan, dengan

konsentrasi tertinggi

berada di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

- Capaian Indeks

Pembangunan Gender

Kalimantan Timur (87,46)

masih berada di bawah

rata-rata nasional (92,46),

yang menunjukkan masih

adanya kesenjangan

akses, partisipasi, kontrol,

dan manfaat pembangunan 

antara laki-laki dan

perempuan.

Akses

Masih adanya kesenjangan akses

informasi dan bantuan permodalan bagi

8% kelompok PEKKA dalam kategori

miskin ekstrem. pada Dokumen RAT

Kemiskinan menunjukkan perlunya

peningkatan kualitas SDM perempuan

agar dapat mengakses hak-hak dasar

dan pekerjaan yang layak setara dengan

laki-laki.

Partisipasi

Masih rendahnya partisipasi perempuan

dalam pelatihan dan forum pengambilan

keputusan. Hal ini bs dilihat antara lain

dari capaian kegiatan Peningkatan

Kapasitas SDM Perempuan Kepala

Keluarga (PEKKA) oleh DKP3A, di

mana dari target 300 orang hanya

terealisasi sebanyak 270 orang (Data

APBD Evaluasi Renja 2025).

Kontrol

Analisis dokumen menunjukkan

perempuan memiliki kontrol ekonomi

yang terbatas akibat besarnya tanggung

jawab rumah tangga. Kondisi ini

meningkatkan kerentanan pada keluarga

yang dipimpin perempuan, sehingga

memerlukan intervensi kebijakan yang

terukur untuk mewujudkan kemandirian

ekonomi.

Manfaat

Membuat Rekomendasi pada Dokumen

RAT pada upaya peningkatan kualitas

SDM Perempuan juga dapat

memaksimalkan manfaat dari akses

informasi, pendidikan, kesehatan dll.

Pada data dokumen

RAT menunjukan Masih

kuatnya kebiasaan di

masyarakat bahwa

perempuan lebih

diutamakan untuk

mengurus urusan

rumah tangga dan

keluarga, sehingga

waktu untuk

mengembangkan usaha

menjadi terbatas.

Dokumen Rencana Aksi

Tahunan menjelaskan

bahwa secara makro,

pencapaian indeks

kesetaraan gender di

Kaltim masih di bawah

rata-rata nasional. Hal ini

menunjukkan bahwa

kebijakan pemerintah

belum sepenuhnya

mampu menangani

keadaan agar

perempuan memperoleh

pendidikan dan

pekerjaan yang layak.

Dokumen Rencana Aksi

Tahunan

Penanggulangan

Kemiskinan Provinsi

Kalimantan Timur

disusun dengan salah

satu tujuannya yaitu

menjadi instrumen

dalam mewujudkan

keadilan dan kesetaraan

gender melalui

penguatan kemandirian

ekonomi bagi

perempuan kepala

keluarga.

Indeks Pembangunan

Gender adalah indikator

yang menggambarkan

perbandingan capaian

antara IPM (Indeks

Pembangunan

Manusia) Perempuan

dengan IPM Laki - laki.

Perhitungan IPG

merupakan metode

pengukuran

ketimpangan antar

gender dalam

pencapaian

pembangunan manusia.

Kebijakan Rencana Aksi

Kegiatan :

Koordinasi Pelaksanaan

Sinergitas dan Harmonisasi

Perencanaan Pembangunan

Daerah Bidang Pembangunan

Manusia.

          

Input :

RP. 421.329.238,-

Output :

Rencana Aksi Tahunan Bidang

Penanggulangan Kemiskinan

Tahun 2027.

Outcome :

Mewujudkan Kalimantan Timur

sejahtera dengan penekanan

pada hilangnya ketimpangan

akses dan kontrol bagi

kelompok gender rentan dalam

proses pembangunan.

Impact :

Meningkatnya taraf hidup

masyarakat Kalimantan Timur

dimana perempuan dan laki -

laki memiliki peran, akses dan

manfaat yang setara dalam

pertumbuhan ekonomi daerah.

- Menambahkan

rekomendasi untuk

Melakukan

pendampingan

kewirausahaan bagi

Perempuan Kepala

Keluarga dengan

metode pelatihan yang

fleksibel (menyesuaikan

waktu luang ibu rumah

tangga).

- Menambahkan

rekomendasi untuk

melakukan

pemutakhiran sistem

data gender dan anak di

seluruh kabupaten/kota

secara mandiri guna

mempercepat

ketersediaan data

terpilah tanpa

bergantung sepenuhnya

pada siklus data

sektoral (BPS Kaltim).

Langkah ini bertujuan

untuk memperluas basis

data guna mempertajam

intervensi kemiskinan

agar lebih akurat dan

tepat sasaran bagi

kelompok perempuan

rentan.

Program Program Koordinasi dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah.       

Kegiatan Koordinasi Perencanaan 

Bidang Pemerintahan dan 

Pembangunan Manusia.                                             

                           

Sub Kegiatan  Koordinasi 

Pelaksanaan Sinergitas dan 

Harmonisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bidang 

Pembangunan Manusia.     

Output Rencana Aksi Tahunan 

Bidang Penanggulangan 

Kemiskinan Tahun 2027.

Tujuan :

Tersusunnya rencana aksi 

pencapaian target penanggulangan 

kemiskian melalui 

program/kegiatan dengan 

melibatkan partisipasi pemangku 

kepentingan pembangunan daerah 

secara inklusif.

Sasaran : Evaluasi kinerja 

penanggulangan kemiskinan tahun 

sebelumnya, kebijakan dan 

strategis rencana aksi tahunan, 

matriks program dan target 

keberhasilan penanggulangan 

kemiskinan.

: Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

LEMBAR KERJA GENDER ANALISIS PATHWAY  (GAP) TAHUN 2026

Kebijakan/Program/Kegiatan
Data Pembuka Wawasan 

(Data Pilah Gender)

Isu Gender Pengukuran Hasil

Samarinda, 4 Maret 2026

Kepala,

${ttd_pengirim}

Muhaimin, ST., MT
NIP. 196810081995031002

${ttd}
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Nama OPD  : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Bidang  : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Program  : Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan  : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.       

Sub Kegiatan  : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang

Pembangunan Manusia.

Indikator Kinerja 

Kegiatan

 : Presentase Keselarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana

Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Output Sub Kegiatan  : Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan

Manusia.

Analisa Situasi  : Berdasarkan tinjauan data pada dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) 2026, kondisi kemiskinan

di Kalimantan Timur masih menunjukkan kesenjangan gender yang nyata, terutama pada

kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Hal ini dirumuskan dalam empat poin utama:

1. Hambatan Akses Informasi dan Modal: Masih banyak perempuan di keluarga miskin ekstrem

yang kesulitan mendapatkan informasi bantuan dan akses permodalan. Hal ini membuat mereka

tertinggal dalam memperbaiki kualitas diri dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak;

2. Partisipasi Belum Optimal: Keikutsertaan perempuan dalam pelatihan keterampilan masih di

bawah target. Sebagai contoh, pelatihan bagi perempuan kepala keluarga oleh DKP3A baru

menjangkau 270 orang dari target 300 orang, yang menunjukkan adanya kendala bagi perempuan 

untuk hadir secara aktif;

3. Keterbatasan Kendali (Kontrol) Usaha: Perempuan memiliki kendali yang terbatas dalam

mengelola usaha karena besarnya beban mengurus rumah tangga dan keluarga. Kondisi ini

membuat usaha mereka sulit berkembang secara konsisten tanpa bantuan dari pihak luar;

4. Penerimaan Manfaat yang Belum Merata: Program peningkatan kualitas sumber daya manusia

(SDM) perempuan perlu diperkuat agar hasil pembangunan, seperti pendidikan dan kesehatan,

dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh perempuan guna memutus rantai kemiskinan.

Rencana Aksi  : 1. Menambahkan rekomendasi untuk Melakukan pendampingan kewirausahaan bagi Perempuan

Kepala Keluarga dengan metode pelatihan yang fleksibel (menyesuaikan waktu luang ibu rumah

tangga);

2. Menambahkan rekomendasi dalam Melakukan pemutakhiran sistem data gender dan anak di

seluruh kabupaten/kota secara mandiri guna mempercepat ketersediaan data terpilah tanpa

bergantung sepenuhnya pada siklus data sektoral (BPS Kaltim). Langkah ini bertujuan untuk

memperluas basis data guna mempertajam intervensi kemiskinan agar lebih akurat dan tepat

sasaran bagi kelompok perempuan rentan.

Alokasi Anggaran  : Rp. 421.329.238,-

Dampak/hasil  Kegiatan  : Meningkatnya taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur dimana perempuan dan laki - laki memiliki

peran, akses dan manfaat yang setara dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
                                                                                                           

TAHUN 2026

GENDER BUDGET STATEMENT  (GBS) 
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